PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TANGERANG,
KOTA TANGERANG, DAN KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/249/
2020, telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala
Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi
Banten rangka percepatan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang,
Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional,



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun
2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam
Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 361);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten
Tangerang, Kota Tangerang, Dan Kota Tangerang
Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020
Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG,
DAN KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 16
Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Dan Kota
Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 17)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 30
(1) Dalam melakukan pemantauan di Check Point sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh:
a. Dinas Perhubungan kabupaten/kota; dan/atau
b. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota.
(2) Pemantauan di Check Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibantu oleh:
a. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
d. Tentara Nasional Indonesia.
(3) Pemantauan Check Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 16 April 2020
GUBERNUR BANTEN,
ttd
WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang

pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,
ttd
AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010




